
 

  

BERITA NEGARA 

REPUBLIK INDONESIA 
No.473, 2018 BUMN. Tunjangan Kinerja.  
 

PERATURAN MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA  

REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR PER-05/MBU/03/2018 

TENTANG 

TATA CARA PENGHITUNGAN DAN PEMBERIAN TUNJANGAN KINERJA 

PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA REPUBLIK INDONESIA, 

 

 

Menimbang : a. bahwa untuk mengoptimalkan pengukuran kinerja dan 

produktivitas kerja serta penerapan asas keadilan dan 

proporsionalitas, maka diberikan Tunjangan Kinerja bagi 

Pegawai di lingkungan Kementerian Badan Usaha Milik 

Negara; 

b. bahwa untuk tertib administrasi dan kesamaan persepsi, 

peningkatan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan 

penghitungan dan pemberian Tunjangan Kinerja serta 

untuk meningkatkan disiplin pegawai, perlu diatur tata 

cara penghitungan dan pemberian Tunjangan Kinerja 

Pegawai di lingkungan Kementerian Badan Usaha Milik 

Negara; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan 

Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara tentang 

Tata Cara Penghitungan dan Pemberian Tunjangan 

Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Badan 

Usaha Milik Negara; 
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Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4286); 

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur 

Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5494); 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang 

Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098) 

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan 

Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015 (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 123); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang 

Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5135); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang 

Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 121, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5258); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang 

Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037); 

8. Peraturan Presiden Nomor 41 Tahun 2015 tentang 

Kementerian Badan Usaha Milik Negara (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 76) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden 

Nomor 41 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan 
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Presiden Nomor 41 Tahun 2015 Tentang Kementerian 

Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2017 Nomor 74); 

9. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor 

PER-10/MBU/07/2015 tentang Organisasi dan Tata 

Kerja Kementerian Badan Usaha Milik Negara (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1379) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 

Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-

06/MBU/12/2017 tentang Perubahan atas Peraturan 

Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-

10/MBU/07/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja 

Kementerian Badan Usaha Milik Negara (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1782); 

 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA 

REPUBLIK INDONESIA TENTANG TATA CARA 

PENGHITUNGAN DAN PEMBERIAN TUNJANGAN KINERJA 

PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN BADAN USAHA 

MILIK NEGARA. 

 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 

1. Menteri adalah Menteri Badan Usaha Milik Negara. 

2. Kementerian BUMN adalah Kementerian Badan Usaha 

Milik Negara. 

3. Pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil, Calon Pegawai 

Negeri Sipil dan Pegawai Lainnya yang berdasarkan 

Keputusan Pejabat yang berwenang diangkat dalam 

suatu jabatan dan bekerja secara penuh pada satuan 

organisasi di lingkungan Kementerian BUMN. 

4. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS 

adalah PNS Kementerian BUMN dan PNS yang 
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diperbantukan dan dipekerjakan di lingkungan 

Kementerian BUMN. 

5. Pegawai Lainnya adalah Pegawai Non PNS yang diangkat 

pada jabatan yang telah mendapat persetujuan dari 

Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di 

bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi 

birokrasi. 

6. Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat 

PPK adalah Pejabat Pembina Kepegawaian sebagaimana 

diatur dalam peraturan perundang-undangan. 

7. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, 

tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang PNS dalam 

suatu satuan organisasi negara. 

8. Tunjangan Kinerja adalah tunjangan yang diberikan 

kepada Pegawai atas dasar capaian kinerja bulanan dan 

kehadiran dengan besaran sesuai kelas jabatan. 

9. Kelas Jabatan adalah peringkat jabatan dalam satuan 

organisasi yang didasarkan hasil evaluasi jabatan 

struktural dan jabatan fungsional dalam satuan 

organisasi Kementerian BUMN. 

10. Sasaran Kinerja Pegawai atau Sasaran Kerja Pegawai 

yang selanjutnya disebut SKP adalah rencana kerja dan 

target yang akan dicapai pada periode penilaian yaitu 

bulan Januari sampai dengan Desember sesuai tugas 

pokok dan fungsi. 

11. Capaian SKP Bulanan adalah capaian kinerja setiap 

bulan masing-masing Pegawai sebagaimana ditetapkan 

dalam rencana SKP. 

12. Pejabat Penilai adalah atasan langsung Pegawai yang 

dinilai, dengan ketentuan paling rendah pejabat 

struktural pengawas (setara Eselon IV) atau pejabat lain 

yang ditentukan. 

13. Jam Kerja adalah waktu yang telah ditentukan bagi 

Pegawai dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. 

14. Disiplin PNS adalah kesanggupan PNS untuk menaati 

kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan 

dalam peraturan perundang-undangan dan/atau 
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peraturan kedinasan yang apabila tidak ditaati atau 

dilanggar dijatuhi hukuman disiplin. 

15. Hukuman Disiplin adalah hukuman yang dijatuhkan 

kepada PNS karena melanggar peraturan disiplin PNS 

sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-

undangan mengenai disiplin PNS. 

16. Pengelola Kinerja Pegawai adalah pejabat tinggi pratama 

yang diberikan tugas dan tanggung jawab untuk 

mengelola kinerja Pegawai di lingkungan Kementerian 

BUMN. 

17. Alasan yang Sah adalah alasan yang dapat 

dipertanggungjawabkan keabsahannya. 

18. Tugas Belajar adalah penugasan yang diberikan oleh 

pejabat yang berwenang kepada PNS untuk menuntut 

ilmu, mendapat pendidikan atau pelatihan baik di dalam 

maupun di luar negeri dengan biaya negara atau dengan 

biaya pemerintah negara asing, badan internasional atau 

badan swasta asing, dan meninggalkan tugas sehari-hari 

sebagai PNS. 

19. Izin Belajar adalah izin mengikuti pendidikan atas biaya 

sendiri oleh PNS yang bersangkutan tanpa meninggalkan 

tugas dan kewajiban bekerja di kantor. 

 

BAB II 

PEMBERIAN TUNJANGAN KINERJA 

 

Pasal 2 

(1) Kepada Pegawai di lingkungan Kementerian BUMN, 

selain diberikan penghasilan sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan, diberikan Tunjangan 

Kinerja. 

(2) Tunjangan Kinerja diberikan setiap bulan kepada:  

a. Pegawai yang bekerja di lingkungan Kementerian 

BUMN; 

b. Pegawai yang melaksanakan Tugas Belajar dan/ 

atau Izin Belajar; dan 

c. Pegawai yang dipekerjakan/diperbantukan di 
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